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Background 
• UU 11/1995 ttg Cukai,diamandemen…>UU 

39/2007 mengatur kebijakan di bidang Cukai 
terutama pengaturan pembagian dan 
penggunaan DBHCHT 

• Pasal 66A UU/39 tahun 2007 ayat 1: 
penerimaan negara dari cukai hasil tembakau 
sebesar 2% dibagikan ke Provinsi penghasil 
cukai hasil tembakau. 

• Putusan MK Nomor 54/PUU-VI/2008 : Provinsi 
penghasil tembakau juga menerima DBHCHT. 
 



Penggunaan DBHCHT 
(UU 39/2007) 

 
• Mendanai peningkatan kualitas bahan baku, 
• Pembinaan industri,  
• Pembinaan lingkungan sosial, 
• Sosialisasi ketentuan di bidang cukai, dan/atau 
• Pemberantasan barang kena cukai ilegal. 

 



PMK :20/PMK.07/2009 “pembinaan 
lingkungan sosial”  

 1. Pembinaan kemampuan dan keterampilan kerja...... 
2. Penerapan manajemen limbah industri hasil tembakau yang 

mengacu kepada analisis dampak lingkungan (AMDAL) 

3. Penetapan KTR dan pengadaan tempat khusus untuk 
merokok di tempat umum 

4. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan 
penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi 
penderita akibat dampak asap rokok 

5. Penguatan sarana dan prasarana kelembagaan pelatihan bagi 
tenaga kerja  industri hasil tembakau, dan/atau 

6. Penguatan ekonomi masyarakat…….. 

 



Penetapan KTR & pengadaan tempat 
khusus u/ merokok di tempat umum 

 



Tujuan 

• Menciptakan KTR di berbagai tatanan sbg 
bentuk perlindungan pemerintah pd 
masyarakat terkait dampak asap rokok. 

• Meningkatkan peran serta masyarakat dalam 
perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan 
terhadap pelaksanaan KTR. 

• Terbentuknya sistim pemantauan, pembinaan 
dan sanksi terhadap pelanggaran KTR. 
 



Indikator Keberhasilan 

• Terbitnya perda KTR 
• Perda KTR diberbagai tatanan  
• Sistim pemantauan, pembinaan dan sanksi 

terhadap pelanggaran KTR yang melibatkan 
masyarakat. 

• Meningkatnya perilaku kepatuhan terhadap 
KTR di berbagai tatanan. 
 



Strategi 

• Upaya untuk membuat perda tentang KTR. 
• Penyebar luasan informasi tentang KTR  
• Pemberdayaan masyarakat untuk terlibat aktif 

dalam perencanaan, pelaksanaan dan 
pemantauan KTR. 

• Monitoring dan evaluasi penerapan KTR. 
 



Pembuatan PERDA KTR 

• Menyusun Naskah Akademik tentang KTR 
• Menyusun draft rancangan peraturan daerah  
• Pembahasan dengan DPRD tentang raperda 

yang telah disusun 
• Penetapan Rancangan Peraturan 

Daerah(Raperda) menjadi Peraturan Daerah 
(Perda). 

• Menyusun Pedoman Pelaksanaan KTR. 



Penyebarluasan Info KTR 

• Melakukan kampanye KTR 
• Membuat pesan KTR (papan, spanduk atau 

poster, leaflet, buku balik). 
• Membuat buku saku & selebaran ttg dampak 

negatif asap rokok & membagikannya di KTR. 
• Membuat penandaan KTR pd masing-masing 

tatanan. 
• Melakukan penyebarluasan informasi ttg 

peraturan Penerapan KTR. 



Pemberdayaan masy u/ aktif dalam 
perencanaan, pelaksanaan & 

pemantauan KTR 
• Pelatihan bagi pelatih (TOT) ttg KTR. 
• Pelatihan ttg KTR yg dilakukan oleh 

masyarakat pada kelompoknya. 
• Memfasilitasi masy melakukan diskusi 

kelompok ttg KTR 
• Memfasilitasi masy melaksanakan ketentuan 

KTR 
• Memfasilitasi masy membentuk pokja yg 

memonitor pelaksanaan KTR 



Monitoring dan evaluasi 
penerapan KTR 

• Bersama instansi terkait, menyusun sistim 
pemantauan pelaksanaan KTR, meningkatkan 
kapasitas SDM terkait pemantauan 
pelaksanaan KTR, melakukan edukasi pd 
pelanggar 

• Menyebar luaskan informasi tentang sistim 
penegakan hukum, pemantauan KTR  

• Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan KTR 
 



 
Tersedianya fasilitas perawatan kesehatan 
bagi penderita akibat dampak asap rokok 



Tujuan 

1.  Meningkatkan akses deteksi dini akibat 
dampak asap rokok 

2.  Meningkatkan rehabilitasi perilaku baik bagi 
perokok aktif maupun pasif 

3. Meningkatnya sistim rujukan perawatan 
4. Meningkatnya sarana dan prasarana 

pelayanan kesehatan 



Strategi 

• Meningkatkan akses terhadap deteksi dini 
dampak asap rokok 

• Meningkatkan akses terhadap konseling 
rehabilitatif 

• Tersedianya  sarana dan prasarana pelayanan 
kesehatan 



Indikator Keberhasilan 

• Meningkatnya deteksi dini akibat dampak 
asap rokok 

• Terjadinya rehabilitasi perilaku yang dapat 
mengurangi dampak asap rokok 

• Adanya sarana dan prasarana pelayanan 
kesehatan akibat dampak asap rokok 



    deteksi dini pemeriksaan dampak asap 
rokok pd perokok pasif dan aktif 

• Menyediakan fasilitas deteksi dini dampak 
asap rokok di tingkat pelayanan kesehatan 
primer/Puskesmas  

• Meningkatkan kapasitas petugas puskesmas 
• Membangun sistim rujukan. 
• Melakukan ekspansi deteksi dini pada unit 

usaha baik pihak swasta maupun masyarakat 
madani 

• Monitoring dan evaluasi  



Meningkatkan akses ke konseling 
rehabilitasi perilaku baik  

• Menyediakan fasilitas konseling. 
• Meningkatkan kapasitas konselor rehabilitasi  
• Menyusun jadwal dan sistim penerimaan 

klien. 
• Melibatkan masyarakat untuk membangun 

kebutuhan (create demand) konseling 
rehabilitasi perilaku. 

• Monitoring dan evaluasi  



Tersedianya  sarana dan prasarana pelayanan 
kesehatan akibat dampak asap rokok  

• Pembahasan jenis kebutuhan pelayanan 
• Pengadaan ruang perawatan khusus, 

peralatan medis dan obat-obatan 
• Monitoring dan Evaluasi 
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